KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU TULIS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA BATU TULIS KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

Menimbang

Mengingat

d.

17.

18.

KEPALA DESA BATU TULIS

bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat
Desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang
perlu  untuk melakukan Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya maka dipandang perlu
melakukan  Pengangkatan dan  Pemberhentian
Perangkat Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan b di
atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Desa Batu Tulis.

Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 156);

11. Peraturan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

27.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

31. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 108 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor
Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perangkat Desa.

2. Surat Rekomendasi Camat Nanggung Nomor
100.2.4/113/2025 Tentang Persetujuan
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Perangkat Desa atas Nama SUBUR
FIRMANSYAH sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa
Batu Tulis 2025.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan
Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari
APBDesa.

KETIGA...



KETIGA : Sejak Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala
Desa Batu Tulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batu
Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : BATU TULIS
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Tembusan :

1. Yth. BPD Batu Tulis

2. Yth. Camat Nanggung

3. Yth. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Arsip



